BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Koordinasi merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah

dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan
perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan penyajian data, penulis menarik
kesimpulan terkait koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda dilihat dari
dimensi komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi:

1. Komunikasi memegang peranan penting dalam proses penyusunan RPD
Provinsi Bali tahun 2024-2026. Komunikasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina
Bangda, K/L pembina teknis, dan Bappeda Provinsi Bali terjadi sejak tahap
persiapan hingga penetapan dokumen RPD. Proses komunikasi ini tidak hanya
melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga memastikan adanya pemahaman
yang sama mengenai tujuan dan strategi pembangunan daerah. Meskipun
terdapat perbedaan pemahaman dan prioritas antar instansi, komunikasi tetap
diupayakan melalui berbagai media, baik informal seperti telepon dan
WhatsApp, maupun formal seperti rapat koordinasi, konsultasi langsung, dan
pertemuan khusus. Namun, proses komunikasi belum optimal karena
terkendala lemahnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam
memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Terlepas dari
kendala tersebut, upaya komunikasi terus dilakukan dengan baik oleh pihak-
pihak terkait guna menyusun RPD yang efektif, efisien, sesuai kebutuhan
masyarakat, dan sejalan dengan tujuan pembangunan.

2. Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda, K/L pembina teknis, dan Bappeda
Provinsi Bali merupakan upaya bersama yang penting dalam penyusunan
dokumen RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026. Kerjasama ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinergi

antara pemerintah pusat dan daerah, serta pertukaran gagasan, pendapat, dan
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pemahaman yang memperkuat proses perencanaan. Kerjasama dilakukan
sepanjang tahapan penyusunan dokumen RPD, mulai dari pemberian masukan
dan saran yang konstruktif hingga penyediaan informasi dan data yang relevan
oleh K/L pembina teknis. Ditjen Bina Bangda berperan dalam mengevaluasi
dokumen RPD dari aspek kebijakan melalui Direktorat SUPD dan aspek
substansi isi melalui Direktorat PEIPD. Koordinasi dilakukan melalui informal
maupun formal seperti rapat sesuai regulasi. Dengan pembagian tugas yang
jelas dan keterlibatan aktif seluruh pihak, kerjasama berjalan dengan cukup
baik, ini memungkinkan penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali yang lebih
lengkap, terperinci, dan mencerminkan dialog yang efektif serta komunikasi
yang berkelanjutan dalam merumuskan rencana pembangunan daerah.

. Sinkronisasi merupakan proses penting dalam penyusunan RPD Provinsi Bali
tahun 2024-2026 untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aspek
perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Proses sinkronisasi ini dimulai sejak tahap awal penyusunan RPD dengan
bimbingan teknis dari Ditjen Bina Bangda kepada Bappeda Provinsi Bali.
Ditjen Bina Bangda berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan
program dan target nasional setiap K/L diintegrasikan ke dalam dokumen RPD.
Sinkronisasi terutama dilakukan pada tahap fasilitasi rancangan akhir RPD
melalui rapat koordinasi yang melibatkan Ditjen Bina Bangda, Bappeda
Provinsi Bali, K/L pembina teknis, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Provinsi Bali. Meskipun terdapat kendala berupa ketidakhadiran beberapa K/L
dalam rapat fasilitasi, proses sinkronisasi penyusunan RPD Provinsi Bali tahun
2024-2026 tetap dilaksanakan secara menyeluruh. Proses sinkronisasi ini
dimulai dari tahap awal hingga akhir penyusunan RPD dengan melibatkan
koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, pertukaran informasi, dan rapat
koordinasi guna memastikan program dan kegiatan pembangunan saling
mendukung dan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Integrasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 merupakan

upaya untuk menggabungkan berbagai aspek pembangunan agar saling
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mendukung dan terkoordinasi. Proses integrasi ini dilakukan agar RPD tidak
hanya selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam
RPJMN, tetapi juga sesuai dengan sasaran pokok dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Bali. Integrasi
dilaksanakan melalui bimbingan, arahan, dan fasilitasi dari Ditjen Bina Bangda
kepada Bappeda Provinsi Bali dalam menyesuaikan substansi dan tahapan
penyusunan RPD sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Ditjen
Bina Bangda berperan untuk memastikan kesesuaian dokumen RPD dengan
kebijakan pemerintah pusat serta mengintegrasikan berbagai dokumen
perencanaan seperti RPJMN, RPJPD, dan RTRW agar terdapat keselarasan dan
keterkaitan antara arah pembangunan nasional dan daerah. Kendala yang
dihadapi adalah keterlambatan penurunan target nasional K/L menjadi target
daerah pada tahap awal penyusunan dokumen. Namun demikian, RPD Provinsi
Bali tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan
program prioritas nasional, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi
Bali, evaluasi capaian kinerja daerah, isu-isu strategis, kebijakan nasional, dan

regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, Ditjen Bina Bangda telah melakukan koordinasi dalam
penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Koordinasi ini dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru (DOB). Proses koordinasi dilaksanakan mengikuti tahapan
dan tata cara penyusunan RPD yang tertuang dalam Inmendagri tersebut, mulai
dari tahap persiapan, penyusunan rancangan, forum Perangkat Daerah/Konsultasi
Publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir, hingga penetapan.
Koordinasi dilakukan dengan memberikan arahan langsung terkait pembangunan
daerah melalui konsultasi, rapat, baik secara tatap muka maupun daring, untuk

menerima masukan baik lisan maupun tertulis selama proses penyusunan RPD.

88



B. Saran

1. Praktis

a. Untuk Ditjen Bina Bangda:
Ditjen Bina Bangda perlu memperkuat mekanisme dalam melakukan
komunikasi serta koordinasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan sebagai upaya
untuk meningkatkan efektivitas proses koordinasi dan sinkronisasi antara K/L
pembina teknis, Bappeda Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya. Adapun
tindakan yang dapat dilakukan diantaranya rutin mengadakan pertemuan untuk
membahas perkembangan terkini terkait penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Ditjen Bina Bangda bersama
dengan K/L pembina teknis dan Bappeda Provinsi Bali. Selain itu, juga
mengadakan penyediaan panduan dan pelatihan bagi pemerintah daerah,
dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai
pentingnya integrasi antara program pembangunan daerah dengan
kebijakan nasional. Dengan melakukan tindakan tersebut, diharapkan dapat
tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, serta sinkronisasi yang
lebih efektif dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

b. Untuk K/L pembina teknis:
Penting bagi K/L pembina teknis untuk terus berupaya meningkatkan
partisipasi serta keterlibatan aktif dalam proses penyusunan dokumen RPD.
Terkait hal tersebut, tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan
perwakilan yang kompeten dan memiliki wewenang untuk menghadiri rapat-
rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Bali dan Ditjen
Bina Bangda. Selain itu, dalam rangka mendukung penyusunan dokumen RPD
yang komprehensif dan terintegrasi, K/L pembina teknis perlu memastikan
bahwa data atau informasi lainnya yang digunakan sudah relevan, dan dapat
disampaikan secara akurat serta tepat waktu kepada Bappeda Provinsi Bali.
Dengan melibatkan perwakilan yang kompeten dan menyediakan data yang

relevan, akurat, dan tepat waktu, diharapkan dapat membantu proses
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penyusunan dokumen RPD yang lebih baik dan terintegrasi dengan kebijakan
pembangunan nasional.

Untuk Bappeda Provinsi Bali:

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bappeda Provinsi Bali yakni memastikan
kehadiran dan partisipasi semua pihak terkait dalam rapat-rapat koordinasi
penyusunan dokumen RPD. Diperlukan kepastian bahwa seluruh dokumen
yang telah disusun dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak
yang terlibat. Selain itu, Bappeda Bali juga harus berupaya dalam
meningkatkan koordinasi dengan K/L Pembina Teknis dan Ditjen Bina Bangda
khususnya dalam mengadakan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara
rutin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi pertukaran informasi,
memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan di dalam penyusunan dokumen
RPD, sampai dengan memperkuat komunikasi secara formal maupun informal.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan Bappeda Provinsi Bali
dapat mengoptimalkan proses penyusunan dokumen RPD yang komprehensif
dan terintegrasi dengan melibatkan partisipasi serta koordinasi yang baik dari

semua pihak terkait.

Akademis

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh
karena itu, penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut
di lokasi yang sama terkait dengan koordinasi penyusunan RPD di Ditjen Bina
Pembangunan Daerah.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan terkait
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Studi ini tidak
hanya terbatas pada satu provinsi, tetapi juga melibatkan beberapa provinsi.
Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menganalisis aspek-aspek lain
terkait koordinasi dalam penyusunan RPD seperti analisis dimensi koordinasi
harus terpusat, koordinasi harus terpadu, koordinasi harus berkesinambungan

serta koordinasi yang menggunakan pendekatan multi instansional.
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